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ABSTRAK 
 
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN SUNGAI TARAB 
KABUPATEN TANAH DATAR 
 
Oleh 
EKO FERNANDO 
NIM :11575102111 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetauih pelaksanaan program 
pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar 
dan untuk mengetauih hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program 
Pembangunan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. 
Penelitian ini mengunakan metode penelitian lapangan yang memberikan 
gambaran mengenaih Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur 
di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data 
mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian 
mengambarkan bahwah melihat dari beberapa indikator yang pertama adalah 
pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang dapat di simpulkan bahwah 
program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten 
Tanah Datar ini belum berjalan dengan baik karna di sebabkan oleh kurang 
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tersediahnya dana operasional sehingga dalam perjalanan pembangunan belum 
dapat maksimal dalam pembangunan yang harus lebih di tingkatkan lagi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang 
  Indonesia adalah negara berkembang yang sedang giat melaksanakan 
pembangunan.dimana pembangunan nasional indonesia bertujuan untuk 
mewujutkan sesuatu masyarakat yang adil dan makmur,yang meraterbaik material 
maupun spritural bedasarkan pancasila di dalam wadah negara kesatuan republik 
indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan raktyat dalam suasana 
perkehidupan bangsa yang aman,tentram tertip dan dinamis serta dalam 
lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat dan damai.di era otonomi 
ini keberadaan desa merupakan aset dan pondasi ril sebagai pijakan dasar dari 
kekuatan negara, karena desa merupakan aset dan pondasi ril sebagai pijakan 
dasar dari kekuatan negara, karena desa merupakan elemen paling awal sebagai 
ukuran/parameter terwujudnya kestabilan negara di semuah bidang.  
  Pembangunan di tunjukan untuk segenap masyarakat,dengan demikian 
pelaksanaannya menjadi tangung jawab pemerintah dan masyarakat. 
Pembangunan di setiap desa bukanlah terfokus dalam suatu bidang saja, akan 
tetapi harus seimbang, serasi dan mencangkup segala bidang, jelasnya. Dikatakan 
bahwah seluruh kegiatan pembangunan yang mengembangkan swadaya gotong 
royong. Pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana dari satu situasi 
kesituasi yang di angap lebih baik(Syaukani :2004) 
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  Dalam UU 23 tahun 2014,tentang pemerinahan daerah dan peraturan 
pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecematan adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bedasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem 
pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang ini juga 
mengisyaratkan kepada pemerintah pusat untuk mengakuih kewenangan yang 
dimilikilokal tetap berjalan dengan baik. (UU Otonomi Daerah32/2014). 
  Pemahaman kecematan di atas menepatkan Kecamatan sebagai 
suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu 
untuk mengurus dan mengatur warga dan kumunitasnya. Pemahaman Kecamatan 
di atas menepatkan Kecamatan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara 
politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga dan 
komunitasnya. 
  Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam 
menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional secara luas. Desa menjadi garda 
terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari 
pemerintah. Hal ini juga sejalan apabilah dikaitkan dengan komposisi penduduk 
Indonesia menurut sensus terahir pada tahun 2000 bahwah sekitar 60,2%atau 
sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan 
pemukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan di tingkat 
Kecamatan menjadi priortas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. 
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  Lembaga-lembaga masyarakat di Nagari Sungai Tarab terdiri atas 
lembaga formal dan lembaga non formal.lembaga masyarakat yang bersifat 
formal adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan mungkin di biayai 
oleh pemerintah (pusat, daerah , dan desa). Sedangkan lembaga non formal ialah 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasrkan inisiatif masyarakat sendiri 
atau kelompok warga tertentu dan pembiayaan atau dananya di peroleh melalui 
hassil swadaya masyarakat yang bersangkutan 
  Demi efisiensi dan efektivitas penyelengaraan pemerintah kecematan, 
pemerintah kecematan harus didukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha 
adalah kegiatan mencatat semua prises penyelenggaraan pemerintah kecematan 
yang di sebut dengan administrasi Kecamatan. Jadi administrasi Kecamatan 
adalah keseluruan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 
penyelenggaraan pemerintah di kecematan pada buku administrasi kecematan. 
Administrasi Kecamatan sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan 
pemerintah. Penyelenggaraan Kecamatan akan berjalan lancar manakala di 
dukung oleh sistem tata usaha(administrasi) yang benar, rapi, dan tertip. Sistem 
administrasi yang benar, rapi dan tertip kan memberikan data dan informasi yang 
mud dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, 
pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, komunikasi dan informasi baik 
kedalam maupun keluar organisasi. 
  Pelaksanaan program pembangunan yamg dilaksanakan oleh Kecamatan 
dan pelaksanaannya di lakukan ole lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). 
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Dalam hal ini LPM merupakan mitra kerja pemerintah Kecamatan di bidang 
perencanaan pembangunan, menggerakan partisipasi masyarakat secara aktif dan 
positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik 
yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadya gotong royong 
masyarakat agar pelaksanaan biasa terlaksana dn berhasil dengan baik.  
Berdasarkan dalam pasal 18 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang 
pembangunan desa,pelaksanaan pembangunan, pembangunan desa merupakan 
bagian integral dari pembangunan nasional dengan demikian pembangunan desa 
mempunyai peranan yang penting dan bagian yang tidak terpisahkan serta 
memberikan konstribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional.perencanaa 
program pembangunan di susun secara partisipatif dalam ketentuan ini pihak 
terkait dalam penyusunan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang 
di dalam nya peran masyarakat juga harus ikut sertakan. 
Tabel 1.1 
Usulan Program Pembangunan Infrastruktur 
Kecamatan Sungai Tarab 2018 
 
No 
Bidang Urusan 
Pembangunan 
Sasaran 
Program/Kegiatan 
Volume Lokasi Pagu Dana Ket 
1 
Pengaspalan jalan 
kelok sarina 
Peningkatan sarana 
jalan 
1850 m 
Koto 
baru 
1.200.000.000 APBD 
2 
Perbaikan/pengecoran 
bahu jalan SMA 2 
Sungai Tarab 
Peningkatan sarana 
jalan 
1100 m 
Pasie 
Laweh 
800.000.000 APBD 
3 
Pengaspalan jalan 
padang laweh-jorong 
guguak ateh 
Peningkatan sarana 
jalan 
600 m 
Padang 
laweh 
350.000.000 APBD 
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4 
Pengaspalan jalan 
kampung baru-
Ampang 
Peningkatan sarana 
jalan 
2000 m 
Rao -
Rao 
500.000.000 APBD 
5 
Pengecoran bahu jalan 
depan SD 02 Koto 
baru 
Peningatan sarana 
jalan 
3500 m 
Koto 
Tuo 
1,500.000.000 APBD 
6 
Pengecoran jalan batu 
taga 
Peningkatan sarana 
jalan 
500 m 
Sungai 
Tarab 
250.000.000 APBD 
Sumber :Kantor Camat Sngai Tarab 2018 
 
 
 
 
 
No  SKPD/Program/
Kegiatan 
Volume  Pagu dana  Sumb
er 
dana  
Lokasi  Realisasi   
Voume  Nagari  Kecamatan  
1 Pengaspalan jalan 
kelo sarina 
0,4 km 500.000.000 APBD Koto 
baru 
Sungai 
Tarab 
 41,67% 
13,51% 
2 Perbaikan/pengec
oran bahu jalan 
SMA 2 Sungai 
Tarab 
500 m 190.000.000 APBD Pasie 
Laweh  
Sungai 
Tarab 
23% 
45,45% 
3 Pengaspalan jalan 
padang laweh 
850 m 150.000.000 APBD Padang 
laweh 
Sungai 
Tarab 
42,85% 
133% 
4 Pengaspalan jalan 
kampung baru-
Ampang 
1000 m 200.000.000 APBD Rao-
rao 
SungaiTara
b 
40% 
50,23% 
5 Pengecoran bahu 
jalan SD 02 Koto 
Baru 
1200 m 500.000.000 APBD Koto 
Tuo 
Sungai 
Tarab 
33,33% 
34,28% 
6 Pengecoran jalan 
batu tagak 
350 m 95.000.000 APBD Sungai  
Tarab  
Sungai 
Tarab  
38% 
70,43% 
Sumber :Kantor Camat Sngai Tarab 2018 
 
Tabel 1.2 
Program Pembangunan Infrasrutur yang Terealisasi 
Di Kecamatan Sungai Tarab 
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  Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwah program dan kegiatan 
pembangunan fisik yang telah di progrmkan belum maksimal dengan target 
pencapaianya,dalam pengerjaan pembangunan. 
Di Nagari Sungai Tarab perencanaan program pembangunan suda mulai 
berjalan, ditandai dengan adanya pembangunan yang di laksanakan di setiap 
Desa,namun dalam pelaksanaan nya belum terealisasi dengan baik atau belom 
maksimal. Di Kecamatan Sugai Tarab terdiri dari Enam Nagari/Desa yaitu,Nagari 
Koto Baru,Pasie Laweh, Nagari Padang Laweh,Nagari Rao-rao,Nagari Koto 
Tuo,Sungai Tarab. Dari ke enam Nagari tersebut Nagari yang paling banyak 
kerusakan infrastruktur seperti jalan umum yaitu nagari sungai tarab. Hala ini di 
ketauih hasil obserfasi peneliti yang melihat bahwah kondisi infrastruktur di 
nagari sungai tarab sudah banyak mengelami keusakan seperti misalnya jalan 
umum yang suda tidak layak di lewati seperti jalan berlobang, sehingga ketika 
hari hujan maka sangat berbahaya bagi penguna jalan. 
Hasil observasi peneliti di atas senada dengan hasil wawancara yang 
peneliti lakukan dengan saudara Poni Putra“kalau untuk pembangunan kurang 
baik ya,anda bisa liat gimana keadaan jalan disini,itu mempersulit masyarakat 
untuk berjalan kaki karna banyaknya bebatuan kecil dan tanah mengakibatkan 
masyarakat jatu apalagi dengan kendaraan bermotor mungkin dan banyak 
lobang yang dalam.(wawancara 15 juni 2019). 
Hasil obbservasi dan wawancara yang peneliti lakukan di atas semakin 
menguatkan bahwa kondisi infrastruktur terutama kondisi jalan umum di Nagari 
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Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab sangat tidak baik. buruknya kondisi 
ifrastruktur di Nagari Sungai Tarab ini tidak sejalan dengan program 
Pembangunan  Kecamatan Sungai Tarab terutama perbaikan sarana jalan, 
sedangkan dana untuk melakukan peningkantan sarana jalan telah di anggaran 
dari APBD yang telah di tetapkan di Kecamatan, sebagaimana yang telah peneliti 
uraikan di tabel 1.1 dan tabel 1.2. akan tetapi program pembangunan yang telah 
ditetapkan untuk Nagari Sungai Tarab belum terealisasi dengan baik, sehingga 
banyak masyarakat mengeluh atas kondisi infrastruktur terutama jalanan umum di 
Nagari Sungai Tarab. 
Bertitik tolak dari latar belakang yang di kemungkakan di atas,maka 
tetarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisi Pelaksanaan 
Program Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sungai Tarab 
Kabupaten Tanah Datar” 
1.2. Perumusan Masalah 
 Bedasarkan permasalahan yang di kemungkakan di atas,maka penulis 
perumusan permasalahan pokok penelitian yaitu, 
a. Bagaimanaa pelaksanaan program pembangunan Infrasruktur di Nagari 
Sungai Tarab? 
b. Apa faktor penghambat pembangunan Infrasrukur di Nagari Sungai Tarab? 
1.3. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetauih pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di 
Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar? 
b. Untuk mengetauih hambatan-hambatan pemerintah di Kecamatan dalam 
pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Nagari  Sungai Tarab? 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
a. Menikatan peran serta masyarakatan dalam menunjangan pembangunan  
b. Sebagai masukan kepada aparat Nagari agar lebih siap dalam penanganan 
masalah pembangunan  
c. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari 
enam bab dengan sistemaika penulisan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat 
peneliian, dan sisemaika penulisan 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Dalam elah pustaa ini berisikan landasan teori –eori atau konsep yang melandasi 
dari peneliian sehingga dapat mendukung dari penelitian yang akan di lakukan 
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BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian. Jenis dan sumber 
data,eknik pengumpulan data serta teknik analisa data 
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada bab ini akan di uraikkan lokasi peneliian, penelitian mencoba mengambaran 
secara umum tentang lokasi penelitian,susunan organisasi loal peneliian,uraian 
bagian dan bagian loasi peneliian 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Implementasi Kebijakan 
Implementasi suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 
sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan 
apabila perencanaan sudah dianggap tetap. Secara sederhana implementasi bisa 
diartikan pelaksana atau penerapan. 
Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan 
dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana 
pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan 
dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir 
seorang eksekutif mampu  mengatur  secara efektif dan efisien. sumber  daya 
Unit-unit  dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta 
melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk 
yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Jadi 
tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang 
terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas 
pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. 
Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang 
memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau 
kegiatan dan program pemerintah.  (Tangkilisan, 2003:9) 
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Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang 
berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam 
mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-
keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilisan, 2003:17) 
Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi 
diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana 
tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk 
menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara 
untuk mencapainya.  (Tangkilisan, 2003:17) 
Jones (1996) menganalisis masalah implementasi Kebijakan dengan 
mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones (1996) 
mengemukakan beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan mengenai 
program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, 
juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi 
yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi Implementasi merupakan suatu proses 
yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus  usaha-usaha  untuk  mencari 
 apa  yang  akan  dan  dapat  di  lakukan. Dengan demikian implementasi 
mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program 
kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan. 
Menurut jones ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam 
implementasi keputusan adalah: 
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1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program 
kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. 
2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke 
dalam tujuan kebijakan. 
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, 
upah, dan lain-lainnya. 
(Tangkilisan, 2003:18) 
Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara 
lain yaitu faktor komunikasi,sumberdaya,disposisi danstruktur birokrasi. 
1. Komunikasi 
Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan 
sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi 
mengenai kebijakan publikperlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para 
pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan 
lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran 
kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.Dalam komunikasi 
tersebut ada beberpa dimensi yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan dan 
dimensi konsitensi. 
a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak 
hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga 
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disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang 
berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung 
b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan 
kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas 
sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, 
sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-
masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan 
untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 
c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil 
tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup 
dan pihak-pihak yang berkepentingan. 
 
2. Sumberdaya 
Menurut Edward III dalam Widodo (2010 ;98), mengemukakan bahwa 
faktor sumber daya mempunyai peran pening implementasi kebijakan. Sumber 
daya tersebut meliputi sumber daya manusia,sumber daya anggaran,sumber daya 
peralatan,dan sumber daya kewenangan 
a. Sumberdayaanggran 
Edwar IIImenyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan 
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak 
bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan 
disposisi para pelaku kebijakan rendah 
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b. Sumberdayaperalatan 
Saranayangdigunakanuntukoperasionalisasiimplementasisuatukebijak
anyangmeliputigedung, 
tanahdansemuanyaakanmemudakandalammemberikanimplementasikebija
kan. 
C. Sumberdayakewenangan 
EdwardIIIdalamWidodo(2010:103)menyatakanbahwa: Kewenangan 
(authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh 
suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu 
kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu 
masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu 
keputusan. 
3. Diposisi 
Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104)ialahkemampuan, 
keinginandankecendrunganparaprilakukebijakanuntukmelaksanakankebijakantadi
secarasungguh – sungguhsehinggaapa yang 
menjaditujuankebijakandapatdiwujudkan. Factor 
yangmenjadiperhatianmengenaidiposisidalamimplementasikebijakanyaitu : 
a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan 
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila 
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personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh 
pejabat-pejabat yang lebih atas. 
b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 
masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. 
Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, 
maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi 
tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan 
atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat 
para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi 
4. StrukturBrokrasi 
MenurutEdward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik 
utama dari birokras iyakni:Standard Operational Procedure(SOP) dan 
fragmentasi. 
a. StandardOperational Procedure(SOP)adalahperkembagandarituntutan 
internal akankepastianwaktu, 
sumberdayasertakebutuhanpenyeragamandalamorganisasi yang 
kompeksdanluas. 
b. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu 
kebijakankepada beberapadanyangberbedasehinggamemerlukan koordinasi 
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2.2 Otonomi Daerah 
Otonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai hak,wewenang dan 
kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tanggahnya sendiri oleh satuan 
organisasi pemerintah di daerah. Otonomi yang diberikan adalah penyerahan 
urusan pemerintah kepadah pemerintah daerah tujuan mencapai efektivitas dan 
efesien daam pelayanan kepada masyarakat.(haw eidjaja :2005) 
Prinsip otonomidaerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya dalam arti daerah di beri kewenangan untuk mengurus dan mengatur 
semuah urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU No 32 tahun 2004. Dearah 
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuaak memberi pelayanan, 
peningkatan peranserta,prakarsa,dan pemberdayaan  masyarakat 
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang 
nyata dan bertanggung jawab.prinsip otonomi nyata adalah prinsip bahwah untuk 
menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas,wewenang dan 
kewajiban yang senyatanya telah telah ada dan berpotensi dan kekhasan 
daerah.dengan demikian otonomi daerah tidak selalu sama dengan otonomi daerah 
lainnya,adapun yang dimaksut dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah 
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar memberdayaan 
daeraah termasuk kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari 
nasional. 
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Agar otonomi dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak 
dicapai pemerinah wajib melakukan pembinaan yang berupah pemberian 
pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan,perencanaan,dan pengawasan. 
Disamping itu juga memberikanbantuan dan dorongan kepada daerah agar 
otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efesien sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
2.3. Pembangunan Daerah 
Pembangunan adalah hasil dari kegitatan dan program yang di buat oleh 
pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjung pencapaian 
kesejahteraan sosial,tunjangan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya 
dengan cara meningkatkan pembangunan. 
  Pembangunan merupakan suatu usaha rangkaian kegiatan usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan di laksanakan secara sadar oleh 
satu bangsa dan negara serta pemerintah dari dalam rangka pembinaan 
bangsa.pembangunan yang di laksanakan haruslah di usahakan dan direncanakan 
secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun darah harus memperhatikan 
pembangunan perdesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional 
(sondang ,p.siagan 2010). 
Pembangunan merupakan upayah suatu masyarakat bangsa yang 
merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah 
masyarakat yang lebih maju baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa 
itu(bintaro tjokroanidjojo 1996) 
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  Dari  pendapat beberapah ahli dapat di simpulkan bahwaah pembangunan 
adalah bagai mana usaha usaha negara untuk bertumbuh,berkembang,dan berubah 
seara dan terencana dala semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa 
yang bersangkutan dlam rangka pencapaiaan tujuan ahkir. 
  Defenisi tersebut menunjukan bahwah upaya dan kegiatan pembangunan 
merupakan upaya nasional. Artinya,penyelenggaraan kegiatan pembangunan 
bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah segalah aparat dan seluruh 
jajarannya meskipun harus di akuih bahwah peranan pemerintah cukup dominan. 
Dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan,tidak ada warga masyarakat 
bangsa hanya berperan sebagai penonton semua harus berperan pemain. 
2.4. Infrastruktur 
Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat 
fundemental di tunjukan kepada masyarakat khalayak ramai untuk melayani dan 
memudahkan masyarakat (hudson,1997) 
Secara umum infrastruktur adalah segalah struktur yang berwujud fisik 
yang di gunakan untuk menompang keberjalanan masyarakat dan meningkatkan 
inifiensi dan aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Infrastur di buat sesuaipermintaan seefisien mingkin yang dapat meningkatkan 
taraf hidup masyaraka luas. Misalnya, pembangunan jembatan yang bisa 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penghematan biaya transportasi. 
Dalam dunia fisik,terminologi infrastuktur kadang menunjuk kepada 
keperluan publik, seperti,listrik,ar, jalan, jembatan dan pembuangan air serta 
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layanan telpon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristrikter tertentu, 
termasuk : 
1. Digunakan bersama sama oleh penguna yang lebih luas,ketimbang 
struktur struktur  Yang di dudukinya. 
2. Lebih di pandang sebagai survice,termasuk orang oarang dan proses yang 
dilibatkan dalam support,lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan 
fisik. 
3. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yyang didukungnya 
4. Terpisa (distinct)  dari struktur-struktur yang di dukung nya dalam hal 
kepemilikanya dan orang-orang. 
5. Terkadang terhubung secra fisik ke struktur yang didukungnya. 
 Sedangkan secara teknik infrastruktur mengacu kepada sistem fisik yang 
menyediakan transportasi,air, bangunan dn fasilitas publik dan lain yang di 
rancang dalam syistem sehingah memberikan pelayanan publik yang penting. 
2.5.Pembangunan Infrastruktur 
Secara garis besar pembangunan infrastruktur merupakan sutu rangkaian 
yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait 
dan saling ketergantungan satu sama lain dan juga untuk kemasalahan dan 
kemakmukran rakyat yang mana menjadi prioritas dalam pembangunan didesa 
ataupun setiap daerah. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diinginka otonomi 
daerah itu sendiri yang mengigatkan pembangunan yang lebih baik 
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Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangaian usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun 
praserana atau segalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselengaranya 
suatu proses pembangunan.(Sondang P.Siagian 2005). 
Infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada 
dalam suatun sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap 
perubahan kemakmuran tehadap perkembangan wilayah dan kesejahteraan 
masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kecematan 
memiliki kontribusi yang sangat singnifikan,baik pada aspek perekonomian, sosial 
kemasyarakatan maupun pembangunan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan 
system infrastruktur yang berlangsung saat ini belum menunjukan hasil yang 
memadaiuntuk memerankan fungsinya sebagai pengarah dan pendorong 
pembangunan. 
Disini pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai mediator antara 
system ekonomi sosial dan tatanan kehidupan manusia dan lingkungan.kondisi ini 
agar harmonisasi kehidupan terjaga dalam arti infrastruktur tidak kekurangan 
(berdampak pada manusia), tapi juga tidak berlebihan tanpa perhitungan daya 
dukung lingkungan alam dan juga berperan vital dalam mewujudkan pemenuhan 
hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan lain-
lain. Oleh karena itu keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong 
terciptanya stabilitas sebagai aspek dalam masyarakat guna memanjang laju 
pembangunan nasiaonal. 
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2.6.Pandangan Islam Dalam Pembangunan 
 Pembangunan dalam islam boleh diartikan sebagai menerima 
pembangunan asing, barat dan timur yang di manfaatkan oleh masyarakat 
menolak apa-apa berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai hidup islam. 
Pembangunan dalam islam adalah berlandasan kepada orentasi nilai 
dengan perhatian perhatian intik meningkatkan bebijakan umat islam dari semua 
moral.kebendaan dan kerohanian untuk mencapai keselamatan dan kedmaian 
didunia dan ahkiran. 
Di samping itu,pembangunan itu haruslah mampu meningkatkan taraf 
hidup masyarakat secara keseluruhan dari segi zahir dan battin,sakali lagi ingin di 
tegaskan di sini konsep pembangunandi kategorikan oleh islam adalah untuk 
mencapai kesejahteraan hidup di duniah dan ahkira pembangunan dalam islam 
hendaknya himah.firman Allah.surat Al-baqarah ayat 60 
ًَۖۖانْيََعةَرْشَعَاَتنْثاُهْنِمْتَرََجفْنَاف ََۖرَجَحْلاَكاَصَِعبْبِرْضاَانُْلَقفِهِمَْىقِلٰىَسىُمَٰىقَْستْساِِذإَو
ِۖلَعَْدقْۖنِماُىبَرْشاَواُىلُك َُْۖمَهبَرْشَمٍسَاُن ألُُّكَمِۖقْزِرنيِدِسْفُمِضَْرْلْايِفاَْىثَْعتَلََىِهَّللا Su 
araaara Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami 
berfirman : “Pukullah batu itu dengan tongkatmu”. Lalu memancarlah daripadanya 
dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya 
(masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah 
kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. 
t Al-Mu’min Ayat 21 
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Pembangunan yang di syaratkan dalam islam merupakan pembangunan 
yang boleh memberi kesan kebaikan kepada manusia. Pelaksanaanya adalah 
menyeluruh dan merangkumi segalah aspek kehudan seperti moral, kerohanian 
dan kebendaan (berkaitan dengan ekonomi sosial dan ahkirat).pembangunan jenis 
ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan pada manusia 
alamat ahkir yang akan di capai adalah menjamin kualitas kehidupan manusia. 
  Pembangunan harus memiliki 3 prinsip utama yaitu : 
1. Tauhid 
      Tauhid  adalah sikap dasar seseorang muslim yang menjadikan allah 
sebagai datu dzat yang berhak di sembah dan di patuih segalah perintah dan 
larangannya. 
2. Khalifa  
 Menurut bahasah khalifa merupakan mashdar dari fi’il madhi khalafa 
yang berarti mengantikan atau menepati tempatnya.seda ngkan dalam 
pengartian dalam syariah digunakan untuk menyebut orng yang mengantikan 
Nabi Muhamad SAW (setelah beliau wafat) dalam kepemimpinan Negara 
islam  
3.  Keadilan 
 Keadilan adalah meletakan segalah sesuatu pada tempatnya. Istilah 
keadian  berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa arab.kata adil berarti 
tengah.adil pada hakikatnya bahwah kita memberikan kepada siapa saja yang 
menjadi haknya. 
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2.7.Peneliti Terdahulu 
Menurut ali akbar pembangunan masyarakat desa di tentukan oleh tipe 
dan gaya kepemimpinan kepala desa untuk menjadikan desa yang lebih maju dan 
jaya, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) 
program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. 
Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif teknik 
pengumpulan data dengan pengamatan dan wawancara secara langsung dan 
mendalam  
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwah pembangunan masyarakat 
desayang maju dan jaya ditentukan oleh tipe dan gaya kepemimpinan kepala 
desanya dalam membangun dan merencanakan progrm pembangunan. Lokasi 
penelitian ini sendiri dilakukan di Nagari Sungai Tarab,Kecematan Sungai Tarab 
Kabupaten Tanah Datar. 
Menurut mustava kamal,bahwah pembangunan di Nagari Sungai Tarab  
bergantung kepada dan kucuran yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap 
desa-desa yang akan dibangun. 
 Dari jurnal atau peneliti terdahulu dapat dikatakan bahwah pembangunan 
yang ada didesa sangat banyak faktor yang mempengaruihnya salah satu angaran 
dan kucuran dana serta kurngnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 
 
 
24 
 
 
 
2.8.Defenisi Konsep 
Agar tdak terjadi kesalapahaman terhaadap istilah istilah yang digunakan 
yang digunakan dan memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan 
pengertian yang jelas dan permasalahan tidak menjadi kabur,maka di perlukan 
konsep dengan mengoperasionalkan batasan sebagai berikut : 
a. Pembangunans merupakan suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan di laksanakan secara 
sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka 
pembinaan bangsa, pembangunan yang dilaksanakan haruslah di usahakan 
dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun 
daerah harus memperhatikan pembangunan perdesaan demi tercapainya 
tujuan pembangunan sosial.program pembangunan yang di maksut salam 
penelitian ini adalah infrastruktur jalan tahun 2018. 
b. Infrastruktur adalah segalah struktur yang berwujud fisik yang digunakan 
untuk menompang keberjalanan kegiatan masyarakat sehingga dapat 
menekan inefesiensi dan aktivitas masyarakatdan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi.infrastuktur yang di maksut adalah keberhasilan 
pelaksanaan pembangunan. 
c. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu rangkaian yang terdiri atas 
beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling 
ketergantungan suatu sama lain 
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2.9.Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah unsur penelitian yang memberitaukan 
bagaimana caranya mengukur suatu variabel (singarimbum : 1995). Konsep 
operasional berisi tentang indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur 
variabel. Yang menjadi variabel dalam penelitian pembangunan infrastruktur 
Tabel 2.1 
Konsep Operasional variabel penelitian tentang Pembangunan  
Infrastruktur di Kecematan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar 
Variabel Indikator Sub Indikator 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan Program 
Pembangunan 
Infrastruktur 
 Pelaksanaan 
 
 Pihak yang terlibat 
 Hambatan-
hambatan dalam 
pelaksasaan 
 Jangka waktu 
pelaksanaan  
 
 Berapa lama 
pelaksanaan 
 Jangka pendek dan 
jangka panjang 
 Sasaran yang ingin 
di capai 
 
 Keberhasilan atau 
target dari 
pembangunan 
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 Kepuasan 
masyarakat 
 Pengawasan  Penanggung jawab 
 Sistem pengawasan 
Sumber: Undang-undang no 6 tahun 2014 
2.10. Kerangka Pemikiran 
Dalam beberapa pendapat yang telah di kemukakan pada landasan teori 
di atas maa kerangka pemikiran akan di sesuaikan dengan gambaran sebagai 
berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber  : Undang-undang No 6 Tahun 2014 
Pelaksanaan Program Pembangunan 
Infrastrukur 
1. Pelaksanaan  
2. Jangka waktu pelaksanaan 
3. Sasaran yang ingin di capai 
4. pengawasan 
Peningkatan kesejahteraan  
Masyarakat  
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Untuk melaksanakan peneitian ini,peneliti mengambil lokasi di 
Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.alasan peneliti mengambil di 
Kecamatan Sungai Tarab bahwah program pembangunan infrastruktur di 
Kecamatan Sungai Tarab belum berjalan dengan baik dan pengerjaan nya masi 
belum masimal. Sedangkan waktu penelitian di mulai dari Desember 2018 sampai 
selesai. 
3.2.Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif Kualitatif Menurut Sugiyono (20013:11).Penelitian deskriptf 
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetauih nilai variabel mandiri,baik 
satu variabel atau lebih (indenpenden) tanpa membuat perbandingan,atau 
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Definisi lain 
mengenaih penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk 
memberi gambaran yang lebih detail mengenaih suatu gejala atau fenomena suatu 
penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan mengenaih Analisis Pelaksanaan 
Program Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten 
Tanah Datar. 
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Adapun jenis dan suber data yang di pergunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
3.2.1. Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang 
yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data 
primer juga disebut data asli atau data baru.sumber data baru pada penelitian ini di 
peroleh kegiatan wawancara,angket,dan observasi 
3.2.2. Data Skunder 
Data skunder adalah data-data dimana penulis memperoleh 
informasi,keerangan-keterangan yang bersumber dari dokkumen,laporan arsip 
yang di dapat dari pihak terkait. Data tersebut di ambil dari lembangaatau Instansi 
terkait yaitu di Kecamatan Sungai Tarab. 
3.3.Metode Pengumpulan Data 
Untuk melaksanaan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan maka 
peneliti harus mencari data, informasi dan keterangan-keterangan bedasarkan 
fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau dilokasi penelitian.Adapun teknik 
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah  
1. Wawancara 
Wawancara  yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan 
informasi yang dibutuhkan melaluiuh dialog langsung secara lisan terhadap 
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sebagai responden yang diangap perlu dengan berpedoman pada daftar 
pertanyaan yang telah di sediakan  
2. Observasi 
Observasi  yaitu penulis melakukan pengamatan langsung secara langsung di 
lapangan untuk mendapatkan data yang khas dan erat hubungan dengan 
penelit. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dari dokumen yang tersimpan 
pada lokasi penelitian.. 
3.4.Informasi Peneliti 
Menurut Moleong (2000:97) informasi penelitian adalah seseorang yang 
benar-benar mengetaui suatupersoalan atau permasalahan tertentu yang darinya 
dapat di peroleh informasi yang jelas,akurat dan terpercaya. Informasi tersebut 
bisa berupa pernyataan,keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam 
memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti 
Informasi peneliti yang penulis pilih adalah kepala kantor 
Camat,sekretaris,kaur pemerintahan,kaur pambangunan,kaur umum,tokoh 
masyarakat,tokoh agama,tokoh adat,tokoh pemuda dan tokoh wanita. 
Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk 
lebih jelasnya tentang informasi dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam 
tabel 3.1 dibawah ini. 
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Tabel 3.1 
Informasi Penelitian 
No Jabatan 
1 Camat                   (1 orng) 
2 Kaur umum          (1 orang) 
3 Tokoh masyarakat   (3 orang) 
4 Kaur pembangunan    (1 orang)  
5 Wali Nagari              (1 orang) 
 
3.5. Analisa Data 
Analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif menurut Sugiono (2013;15) metode kualitatif adalah data 
yang di nyatakan dalam bentuk kalimat,kata dan gambar, sedangkan peneliti 
deskriptif adalah penelitian yang di lakukan untuk mengetauih nilai variabel 
mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (indenpenden) tanpa membuat 
perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya. 
Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa Program 
Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sungai Tarab. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1. Sejarah Singkat Kecamatan Sungai Tarab 
Sungai Tarab atau Sungai Torok (Bahasa Minangkabau) merupakan 
sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar,Sumatra Barat, Indonesia, 
Kecamatan ini di belah oleh dua buah jalan raya yang menghubungkan ibu kota 
Kabupaten  Tanah Datar,Batsangar dengan Kota Payakumbuh dan Kota 
Bukittinggi, daerah ini membentangdari pinggang Gnung Merapi sampai jau ke 
kaki Gunung Bungsu,sealanjutnya ke arah Selatan dari nagari Tigo Bata aan 
keliatan Gunung Talang yang terletak di Kabupaten Solok, dan arah Timur akan 
keliatan Gunung Sago yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dari sisi 
barat berdiri tegak Gunung Merapi,gunung yang di anggap sebagai tanah asal 
orang Minang. Nama tarok itu sendiri berasal dari nama tumbuhann tarok yang 
dahulu di gunakan sebagai serat untuk pakaian yang di kenal pada zaman jepang 
istilah baju goni sarawa tarok(baju dari serat rami untuk goni,celana dari serat 
tarok). 
Sungai Tarab adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Tanah 
Datar,Indonesia Sungai Tarab merupakan Kecamatan bagian dari Kabupaten 
Tanah Datar,Batusangkar. Kantor Camat Sungai Tarab berdiri pada tahun 
1987,yang mana Kecamtan Sungai Tarab ibu kota nya adalah Batusangkar. 
Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah 
Kabupaten atau kota. Camat beredudukan sebagai koordinator penelenggaraan 
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pemerintah di wilayah Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada bupati atau wakil bupati atas usul sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota 
terhadap pegawai Negri Sipil yang memenuih syarat. Kecamatan atau sebutan lain 
adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota 
(PP.19 thn 2008) 
Kedudukan kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabpaten/Kota 
sebagai pelasanaan teknis kewilayaan yang mempunyai kerja tentu di pimpin oleh 
camat, dalam kontesks otonomi daerah din Indonesia, Kecamatan merupakan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau kota yang mempunyai 
wilayah kerja tentu di pimpin oleh seorang camat. 
Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang di 
pimpin oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan 
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan 
perundangan-undangan. Seorang Camat membawahi lurah,namum tidak bagi 
kapala desa. 
Kecamatan Sungai Tarab terdiri dari 10 Nagari 
1. Nagari Padang Laweh 
2. Nagari kumango 
3. Nagari Rao-rao 
4. Nagari Sungai Tarab 
5. Nagari Pasie Laweh 
6. Nagari Koto Baru 
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7. Nagari Simpuruik 
8. Nagari Koto Tuo 
9. Nagari Talang Tangah 
10. Nagari Gurun 
Sumber : Kantor Camat Sungai Tarab 2018 
4.2. Letak dan Batas Wilayah 
Kecamatan Sungai Tarab merupakan bagian dari Kabupaten Tanah Datar 
Provinsi Sumatra Barat. Jarak pusat pemerintah Kecamatan dengan Kabupaten 
Tanah Datar 10,9 Km sedangkan dengan jarak ibu Kota Provinsi Smatra Barat 55 
Km. Kecamatan Sungai Tarab memiliki luas wilayah 12,96 Km2. 
Kecamatan Sungai Tarab Berabatasan dengan wilayah sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamaan Salimpaung 
2. Sebelah Seatan berbatasan dengan Kecamatan Lima Kaum 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pariangan 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungayang 
4.3 .Keadaan Iklim 
Sungai tarab iklim nya tropis terletak pada lintang khatulistiwa dan di 
kenal dengan dua musim yaitu kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau 
berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan yaitu April,Mei,Juni,Juli,dan Agustus, 
sedangkan buan lainnya merupaan musim penghujan. 
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Temperatunm maksimum rata-rata 30
0
C - 32
0
C. Temperatur minimum 
terjadi pada bulan September yaitu sebesar  24,
10
C. Temperatur maksimum juga 
terjadi pada September dengan temperatur 33,40C. Rata rata curah hujan tahunan 
umumnya cukup tinggi (>2000 mm) dengan jumlah hari hujan rata-rata tahunann 
umumnya antara 112-128 per hari. Distribusi iklim secara spasila cukup baik, 
perbesaan iklim antara lokasi tidak mencolok. Jumlah hujan terbanyak adalah 
Batusangkar dan Sungai Tarab, dan curah hujan yang paling tinggi pada bulan 
November dan hujan paling rendah terdapat pada bukan Mei. ( Kantor Camat 
Sungai Tarab 2018) 
4.4. Kependudukan 
a. Jumlah Penduduk 
Penduduk merupaan subjek dan sekaligus menjadi objek dari 
pembangunan. Di katakan kemudian karena pembangnan itu di laksanakan 
oleh penduduk. Pembangunan penduduk yang cepat dari waktu ke waku di 
sebabkan oleh penurunan tingkat kematian yang tidak di ikuti oleh tingat 
kelahiran yang terutama menentuakan pertsmbahan penduduk yang terlalu 
tinggi yang secara langsung menimbulkan kesulitan untu mempertinggi 
kesejahteraan masyarakat. 
Berkaitan dengan penduduk dan peranannya tersebut pertumbuhan 
penduduk yang pesat tidalah terlalu menjadi kendala pembangunan 
dikecamtan,asal saja penduduk tersebut mempunyai kapasitas yang tinggi 
untuk menghasilkan dan mengunakan produk yang di hasilkan tersebut. 
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Tabel IV.1 
Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Tarab 
No  Nama Nagari L K PR 
Jumlah 
pendduk 
1 Padang Laweh 781 811 1592 
2 Kumango  955 993 1948 
3 Rao -rao 1400 1453 2853 
4 Sungai Tarab 4548 4724 9272 
5 Pasie Laweh 1270 1319 2589 
6 Koto baru  515 536 1051 
7 Simpurui  1960 2035 3995 
8 Koto Tuo 572 593 1165 
9 Talang Tangah 522 543 1065 
10 Gurun 2031 2108 4139 
Jumlah  
14,55
4 
15,18
5 
29,669 
Sumber : Kantor Camat Sungai Tarab 2018 
b. Mata pencarian Penduduk 
masyarakat Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar 
mayoritas bermata pencarian petani sebagai mata pencarian pokok di 
samping itu juga ada yang berpotensi sebagai pedagang ,PNS serta 
swasta,Sungai Tarab merupakan wilayah tempat berdirinya ibu kota 
Kecamatan Sngai Tarab yaitu di Nagari Sungai Tarab. 
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4.5. Sarana Sosial Ekonomi 
4.5.1. Sarana Pendidikan 
Untuk mencerdaskan kehidupan di Kecamatan, pemerintah berusaha 
memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah suatu 
hal yang menjadi perhatian dan permasalahan dalam masyarakat. Peranan 
pendidikan dalam kehidupan manusia sangat penting terlebih lagi pada zaman 
modern ini di akuih sebagai kegiatan yang menentukan prestasi produktifitas 
seseorang. Sarana pendidikan , ini sangat penting sekali kebaradaannya, Karena 
kemajuan suat daerah terlihat dari kesediaan sarana pendidikan,baik formal 
maupun informl 
Sarana pendidikan di Kecamatan Sungai Tarab suda cuum 
memadai,secara rinci sarana pendidikan di Kecamatan Sngai Tarab. 
 
Tabel IV.2 
Sarana pendidikan di Kecamatan Sungai Tarab 
Kabupaten Tanah Datar 
No  Jenjang pendidikan Jumlah  
1 
2 
3 
4 
SMA/SM 
SMP/MTS 
SD 
TK 
2 
7 
27 
5 
37 
 
 
 
Jumlah  41 
Sumber : Kantor Camat Sungai Tarab 2018 
4.5.2. Agama 
Agama yang di anut oleh penduduk di Kecamatan Sungai Tarab terdiri 
dari 5 jenis.untuk lebih jelas nya dapatdi lihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel IV.3 
Pemeluk Agama di Kecamatan Sungai Tarab 
Kabupaten Tanah Datar 
No  Agama  Jumlah  
1 Islam  10,709 
2 Kristen  - 
3 Hind  - 
4 Budha - 
5 Konghcu  - 
Jumlah  10,709 
Sumber : Kantor Camat Sungai Tarab 2018 
Pada tabel IV.3 di atas menunjukan bahwa sebagian besar penduduk 
Kecamatana Sngai Tarab memeluk agama Islam. 
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4.5.3. Rumah Ibadah 
Sebagai mana yang telah penulis kemukakan pada halaman terdahulu 
bahwa sebagian besar dari jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Tarab sebagian 
besar menganut Agama Islam,mengenai rumah ibadah yang ada di Kecamatan 
Sungai Tarab dapat di lihat pada tabel  IV.4 di bawah ini 
No  Rumah Ibadah Jumlah  Keterangan  
1 Mesjid 10 - 
2 Surau/Musholla 27 - 
3 Gereja  - - 
Jumlah  37 - 
Sumber:Kantor Camat Sungai Tarab 2018 
4.6. Pemerintahan Kecamatan Sungai Tarab 
4.6.1. Kedudukan,Tugas dan fungsi 
Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai 
perangkat daerah Kabupaten/Kota(PP. 19 Tahun 2008). Kedudukan Kecamatan 
merupakan perangat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan teknis 
kewilayaan kerja tentu dan pipinan oleh Camat. Berdasarkan peraturan 
Pemerintah No 19 Tahun 2008 menjelaskan: 
a. Camat  
Tugas pokok dan fungsi dari Camat 
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1. Mempunyaih tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang di 
limpahkan oleh bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah 
dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan  
2. Camat mempunyai fungsi yaitu: 
a. Penyususnan program dan kegiatan kecamatan  
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan 
c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan 
Bangsa 
d. Pengkoordinasian kegiatan pemerdayaan Masyarakat 
e. Pelaksanaan Penatausahaan Kecamatan 
f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan 
pembangnan  
g. Pelasanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan 
kemasyarakatan 
h. Pelasanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ke 
tentraman dan ketertiban umum 
b. Sekretariat Kecamatan 
a. Sekretaria Kecamatan atau sekcam mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolahan  
administrasi keuangan dan kepegawaian 
b. Tugas dan fungsi Sekcam 
1. Penyelenggaraan pengelolahan administrasi perkantoran,administrasi 
keuangan dan kepegawaian 
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2. Penyelengaraan urusan umum dan perlengkapan,keprotokolan dan 
hubungan masyarakat 
3. Penyelenggaraan ketatalaksaan,kearsipan dan perpustakaan  
4. Pelaksanaan kordinasi,pengendalian,evaluasi dan pelaporan unit kerja 
5. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan tugas 
dan fungsinya 
a. Sub bagian perencanaan dan pelaporan 
1. Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas pokok 
penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan di 
wilayah kecamatan  
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud sub 
bagian dalam perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program kerja di wilayah kecamatan 
b. Pengumpulan pengelolahan dan penganalisan data potensi 
Kecamatan 
c. Penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabkoordinasi 
penyusunan rencana dan program pembangunan di kecamatan 
d. Pengolaan data statistik dan informasi di wilayah kecamatan 
e. Pengelolaan sistem inforamasi manajemen data d wilayah 
Kecamatan  
f. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan 
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g. Pelaksanaan kordinasi dalam rangaka penyusunan pilitas 
kinerja Kecamatan 
h. Penyelenggaraan pembinaan dan  
i. rogram pembangunan 
j. Pengavaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan 
Kecamatan 
k. Penyusunan laporan hasil kegiiatan di wilayah Kecamatan 
b. Sub bagian umm 
1. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok penyelenggaraan 
urusan surat menyurat menyurat kearsipan pengadaan,rumah 
tangah, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan 
pemeliharaan dinas dan infestrasi dan prasarana dinas, 
pengelolahan perpustakaan serta pengelolohan administrasi 
kepegawaian 
2. kantor kecamatan Dalam menyelengarakan tugas pokok sebagian 
mana yang di Maksut, sub bagian umum mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kegitatan di bidang urusan umum dan 
kepegawaian 
b. Pelaksanaan urusan kesektariaan 
c. Penyimpanan,pengaturan pemeliharaan arsip dinas  
d. Pelaksanaan urusan rumah tangah dan pejalanan dinas  
e. Penyusunan perencanaan keperluan alat alat tulis kantor dan 
penyusunan petunjuk pelaksanaan 
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f. Pemeliharaan 
gedung,ruangan,peralatan,pekarangan,ketertiban dan 
keberhasilan serta keamanan 
g. Pengurusasn ekploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas 
h. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan 
i. Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian 
j. Penyiapan kelengkapan  keperluan rapat rapat dinas 
c. Sub bagian keuangan  
1. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dalam 
penyusunan dan pengelolahan administrasi keuangan  
2. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagian yang di maksud, 
sub bagian keuangan mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencanma 
pendapatan dan belanja Kecamatan 
b. Pelaksanaan pengkordinasian penbgelolahan administrasi 
keuangan penyusunan rencana kegiatan angaran (RKA) dan 
dokumen pelaksanaan angaran (DPA) 
c. Pengelolahan pembinaan dam pembukaan keungan angaran 
belanja rutin dan pembangunan 
d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolahan 
keuangan 
e. Pelaksanaan pengkordinasian pengelolahan keuangan belanja 
rutin dan pembayaran keperluan dinas 
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f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pemberdaharaan 
g. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi 
keuangan  
h. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolahan keuangan 
i. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolahan keuangan dan 
pembayaran gaji dan tunjangan daerah 
C . Seksi Pemerintahan 
1. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan  
2. Tugas dan fungsi seksi pemerintahan : 
a. Mempunyai bahan perumusan kebijak teknis bidang 
pemerintahan  
b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan  
c. Penyiapan dan pembinaan kordinasi dan fasilitas pelaksanaan 
kegiatan bidang pemerintah 
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintah  
e. Menyusun rencana kerja seksi pemerintah 
f. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan 
g. Memfasilitasi penyelengaraan kerja sama dan penyelesaian 
perselisian antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya  
h. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa  
i. Mengkoordinasi kegiatan administrasi kependudukan  
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j. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah tanah negara 
dari tanah aset pemeruntah kabupaten di wilayah kerjanya 
k. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan 
proses pengalian dan perubahan status tanah kekayaan desa,serta 
pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi 
kelurahan 
l. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan 
investrasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan 
pengunaan tanah negara di wolaya kerjanya 
m. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan 
n. Menilai prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan 
pengembangan  
o. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan 
kegiatan seksi pemnerintahan 
D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok 
perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 
kletemtraman dan ketertiban 
2. Tugas dan fungsi seksi ketentraman dan ketertiban : 
a. Penyusunana bahan perumusan kebijakan teknis bidang 
ketentraman dan ketertiban umum  
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b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan 
ketertiban umum 
c. Penyiapan dan pembinaan,kordinasi dan fasilitas pelaksanaan 
kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum 
d. Penyelengaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban 
umum 
e. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan pembinann dan ketertiban masyarakat 
f. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban 
umum  
g. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan 
pencegahan tindakan kriminal 
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pencegahan produk 
hukum pemerintahan Kabupaten serta peraturan perundang-
undangan lainnya di wilayah kerjanya 
i. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pembrantasan penyakit 
masyarakat bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 
k. melaksanakan tugas lain yang di verikan oleh atasan sesuai 
tugas dan fungsinya  
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E. Seksi Pemerdayaan Masyarakat 
1. Seksi pemerdayaan masyarakat mempunyai tugas menyiapan 
bahan-bahan di bidang pemerdayaan masyarakat dan pemiliharahan 
prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan 
kewenangan pemerintah dalam menagani sebagai urusan otonomi 
daerah sesuai dengan bidang nya 
2. Tugas dan fungsi Sangsi Pemerdayaan Masyarakat 
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis 
dan pedoman teknis pelaksanaan lainya berhubungan dengan 
tugasnya  
b. Menyiapan bahan rencana dan melaksanakan pemerdayaan 
masyarakat 
c. Menyiapkan bahan rencana dan kordinasi dengan SDPD, UPT, 
instansi vertikal atau swasta mengenaih pelaksanaan 
pemiliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 
d. Mendorng partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 
perencanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dan forum 
masyarakat perencanaan Pembangunan Infrastruktur di 
desa/kelurahan dan Kecamatan 
47 
 
e. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemerdayaan 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
f. Melaksanakan monitoring,pengendalian,pengawasan dan 
evaluasi penyelengaraan pemerdayaan masyarakat dan 
pemeliharaan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum serta 
pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menangani sebagian 
urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya 
g. Melaksanakan tugas lain-lain yanjg diberikan pimpinan sesuai 
dengan fungsinya 
h. Menyusun bahan laporan penyelengaraan pemerdayaan 
masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam 
menangani sebagian dalam urusan otonomi sesuai dengan 
bidangnya 
F. Saksi Kesejahteraan Sosial 
1. Saksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok pemimpin 
mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan Seksi 
Kesejahteraan Sosial 
2. Tugas dan Fungsi Seksi 
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a. Menyiapan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan 
seksi kesejahteraan sosial 
b. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar 
umat agama 
c. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan serta berikan 
hasilan pekerjaan sesuai dengan kesatuan yang berlaku 
d.  Menyelengarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 
keagamaan, kependudukan, olaraga, kebudayaan, serta 
pembinaan kesejahteraan sosial 
e.   Mengkooerdinasi pembinaan dan pengawansan kegiatan 
bidang sosial 
f.   Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial 
kemasyaraT 
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BAB VI 
PENUTUP 
6.1.      KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian pada bab V yang menyajikan hasil penelitian 
dan pembahasan mengenaih Analisis Pelaksanaan Program 
Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten 
Tanah Datar, maka dapat di simpulkan bahwah; 
a. Pelaksanaan pembangunan  
Secara umum pembangunan di Nagari Sungai Tarab sudah sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur di Nagari Sungai Tarab masi perlu untuk di tingkatkan di 
lihat dari pelaksanaannya dan tahap perencanaan, pelaksanaan, jangka 
waktu, sasaran yang dicapai, dan pengawasan, memfokuskan kepada 
pembangunan jalan sebagai sarana transportasi darat bagi masyarakat. 
Selain itu meski belum maksimal namun terlihat dari partisipasi 
masyarakat sudah cukup baik dengan ikut berpatisipasi dalam 
kegiatan musyawara dalam pelaksanaan program pembangunan 
infrastruktur ini. 
b. Hambatan Pelaksanaan  
Adanya hambatan dan kendala dalam pembangunan ini adalah 
kurangnya pendanaan,tenaga kerja dan bahan-bahan pembangunan 
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dimana setiap pembangunan mempunyai dana yang cukup besar untuk 
pembangunan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur di 
Kecamatan Sungai Tarab itu belum maksimal dengan baik karna 
banyak hambatan-hambatan dalam pembangunan infrastruktur 
6.2.       SARAN 
1. Kepada Pemerintak di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah 
Datar untuk lebih melibatkan seluruh unsur dan lembaga 
Kemasyarakatan di Kecamatan Sungai Tarab dan Pemerintahan di 
Nagari Sungai Tarab terutama kelompok masyarakat agar terwujudnya 
pembangunan yang baik serta berkelanjutan. 
2. Dalam menjalankan Program Pembangunan, sangat perlu untuk 
melibatkan masyarakat, maka dengan demikian akan tercipta suatu 
hubungan dan kinerja yang baik antara Pemerintah Kecamatan dengan 
masyarakat. Disamping itu perlu juga akan membuat masyarakat 
merasa bertanggung jawab atas pembangunan tersebut serta akan 
memelihara akan hasil pembangunan dengan baik-baiknya. 
3. Kepada pemerintah dan warga masyarakat setiap nagari yang di setiap 
Kecamatan Sungai Tarab agar dapat menjaga dan tidak merusak 
fasilitas-fasilitas pembangunan. 
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diharapkan, dan apa langka yang di lakukan 
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